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Negara Indonesia dalam upaya implementasi asas mempersulit terjadinya 

perceraian, telah mengaturnya dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, 

salah satunya adalah legitimasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang telah 

diratifikasi pada Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Demikian 

Pemerintah menganggap bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil memiliki peranan yang sangat urgen dan krusial, karena dinilai 

mempunyai posisi yang cukup dominan dan kontribusi yang besar dalam 

pembangunan nasional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Problematika Cerai Bagi 

Pegawai Negeri Sipil  dengan melakukan Studi Pandangan Hakim di Pengadilan 

Agama Gorontalo, sedangkan Fokus Penelitian mencakup: (1). Mengapa hakim 

Pengadilan Agama Gorontalo memberikan putusan cerai bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang tidak menyertai izin atasan, (2). Kendala-kendala apa saja yang 

terdapat dalam proses pelaksanaan pemberian putusan hakim terhadap perkara 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Gorontalo.  Penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang kemudian pendekatan 

kualitatif, dengan menggunakan sumber Data Primer yang diperoleh langsung dari 

sumber utama yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, dan diperkuat 

Data Sekunder berupa kajian teori yang relevan dengan konteks permasalahan. 

Hasil dari Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa Alasan Hakim 

memberikan putusan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tanpa izin Atasan 

karena: Prinsip Fungsi putusan Pengadilan adalah untuk melindungi dalam 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Peradilan dilakukan 

demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemandirian 

hakim, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka, 

Prinsip pengadilan tidak boleh menolak perkara, Hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

Dengan demikian, maka saran penulis, bagi para pelaku perceraian baik dari 

pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai 

Negeri Sipil, di harapkan untuk benar-benar memahami dan mengetahui implikasi 

(akibat hukum), bagi tindak pelanggaran, berupa tidak memenuhi persyaratan dan 

prosedural perceraian, misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan 

perceraian dan tidak melampirkan izin dari atasannya. 

 


